
  

  

 

91 | MLJ Volume 1 Nomor 2 2020 

 

 
MLJ Merdeka Law Journal, 1 (2): 91-101, 2020 

http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Article History: 

Submitted: 1 January 2020 
Accepted: 1 February 2020 
Available online: 1 March 2020
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
ISSN (print): 2722-7448 
ISSN (on-line): 2722-7456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban       
Bullying Dalam Perspektif Viktimologi 

Maria Cicilia Tri Palupi 

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia  

Abstract 
Bullying is still not getting enough attention. In Indonesia, victims of bully-

ing are not recognized by the perpetrators. Victims of bullying can only be 

silent, resigned, and cannot fight back. Protection of victims of bullying is 

still very minimal. This type of research is normative juridical research. This 

study uses a juridical-normative research approach, a statutory approach, 

and a victimological juridical approach. Legal materials use primary, sec-

ondary, and tertiary legal materials. Interpretation in research uses the 

historical interpretation of the provisions of law and systematic interpreta-

tion. The results showed that Victimology identified the rights of the victims. 

This view is very important considering that bullying itself is not considered 

a problem, but is considered a normal act in childhood. From this point of 

view, of course, the rights of victims of bullying have not been realized 

much, even though the impact of this behavior is very real. UU Number 31 

of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims cannot be applied 

effectively to deal with victims and assist victims if there is a legal process 

that occurs because the Witness and Victim Protection Agency are only in 

the Central, not yet in the regions. So that the protection of witnesses and 

victims is only carried out by the relevant agencies and the police 

Abstraks 
Bullying masih kurang mendapat perhatian. Di Indonesia korban bullying 
tidak disadari oleh pelaku. Korban bullying hanya bisa diam, pasrah dan 
tidak bisa melawan. Perlindungan korban bullying masih sangat minim. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, pendekatan undang-
undang, dan pendekatan yuridis viktimologis. Bahan hukum menggunakan 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Interpretasi dalam penelitian 
menggunakan interpretasi historis dari ketentuan sebuah hukum dan inter-
pretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan Victimology mengidentifi-
kasi hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat bullying itu 
sendiri tidak dianggap sebagai masalah, tetapi dianggap sebagai tindakan 
yang wajar di masa kanak-kanak. Dari sudut pandang ini, tentunya hak-hak 
korban bullying belum banyak direalisasikan, padahal dampak dari perilaku 
tersebut sangat nyata. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban tidak dapat diterapkan secara efektif untuk menangani 
korban dan mendampingi korban apabila ada proses hukum yang terjadi 
karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya ada di Pusat, belum 
di daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilakukan oleh 
instansi terkait dan kepolisian. 
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1. Pendahuluan  

Dewasa ini banyak dijumpai perilaku 
agresif dan menekan, baik dalam bentuk tin-
dakan fisik secara langsung dan/atau me-
nyerang melalui kata-kata atau disebut bully-
ing. Bullying perundungan, perilaku ini ter-
jadi di lingkungan pendidikan mulai dari 
tingkat yang paling dasar hingga perguruan 
tinggi (Hidayati, 2012;  Sari & Azwar, 2017; 
Sawalgah & Momani, 2019; Puspita & 
Herdiana, 2020; dan Bork-Hüffer et al., 2020). 
Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi 
juga guru, orang tua, dan lingkungan (Sam-
hadi, 2020). 

Bullying berasal dari kata bully yang 
artinya penggertak, atau orang yang meng-
ganggu orang yang lemah. Secara psikologis, 
bullying adalah ekspresi muka yang meren-
dahkan, kasar atau tidak sopan, memperma-
lukan dan mengucilkan (Darmayanti et al., 
2019; dan Rozaliyani et al., 2019). American 
Psychiatric Association (2013) mengartikan 
bullying sebagai: “A form of aggressive behavior 
in which someone intentionally and repeatedly 
causes another person injury or discomfort. Bul-
lying can take the form of physical contact, words 
or more subtle actions”. 

Bullying merupakan salah satu kasus 
yang sering terjadi pada remaja sekolah. Na-
mun kasus ini masih kurang mendapat per-
hatian karena seringkali dianggap sebagai 
hal yang sudah biasa terjadi di sekolah 
(Simbolon, 2014; Khiyarusoleh & Ardani, 
2019; Haniyah, 2019; Mirza et al., 2020; dan 
Firdaus & Aisyah, 2020). Di Indonesia sudah 
banyak korban perundungan (bullying) yang 
tidak disadari oleh si pelaku, korban bullying 
hanya bisa diam, pasrah dan tidak dapat 
melawan. Pada sepanjang tahun 2017, Komi-
si Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) 
memperoleh laporan kasus bullying yang 
terjadi di Indonesia sebanyak 129 korban dan 
jumlah pelaku sebanyak 117. Pada tahun 
2018 Kasus bullying di sekolah juga terjadi 
lagi dengan jumlah korban sebanyak 107 dan 

jumlah pelaku 127 orang. Kemudian pada 
tahun 2019, 153 anak menjadi korban perun-
dungan (bullying).  secara fisik dan psikis 
(jpnn.com diakses 9 Juli 2020). 

Pada awal tahun 2020, Komisioner Ko-
misi Perlindungan Anak Indonesia bidang 
Hak Sipil dan Partisipasi Anak melaporkan 
awal tahun 2020 tercoreng dengan banyak-
nya kasus perundungan (bullying) yang ter-
jadi dan mengakibatkan luka-luka pada fisik 
maupun secara psikis. Perundungan yang 
paling terbaru adalah kasus bully terhadap 
anak di SMP Kota Malang yang mengakibat-
kan korban ja-rinya harus diamputasi dan 
mengalami trau-matic secara psikis.  

Dampak yang diakibatkan oleh tinda-
kan bullying sangat luas cakupannya. Remaja 
yang menjadi korban perundungan (bullying) 
lebih berisiko mengalami berbagai masalah 
kesehatan, baik secara fisik maupun mental 
(Mintasrihardi et al., 2019; Saniya, 2019; 
Chrysanthou & Vasilakis, 2019; Dwipayana et 
al., 2020; dan Kim et al., 2020). Adapun masa-
lah yang lebih mungkin diderita anak-anak 
yang menjadi korban bullying, antara lain 
munculnya berbagai masalah mental seperti 
depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang 
mungkin akan terbawa hingga dewasa, kelu-
han kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit 
perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman 
saat berada di lingkungan sekolah, dan penu-
runan semangat belajar dan prestasi akade-
mis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengkaji dan menganalisis perbuatan perun-
dungan (bullying) dalam perspektif viktimol-
ogi dan mengkaji dan menganalisis perlin-
dungan hukum terhadap perbuatan perun-
dungan (bullying) menurut Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. 

2. Metode 

Jenis penelitian yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 
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normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji 

(2001) pendekatan yuridis normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan ca-
ra meneliti bahan pustaka atau data sekun-
der sebagai bahan dasar untuk diteliti de-
ngan cara mengadakan penelusuran terha-
dap peraturan-peraturan dan literatur-litera-
tur yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 

Untuk metode pendekatan penelitian 
penulis menggunakan pendekatan yuridis 
normatif, statue approach (pendekatan perun-
dang-undangan), dan pendekatan yuridis 
viktimologis. Bahan hukum primer dalam 
penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlin-
dungan Anak No.35 tahun 2014 dan Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlin-
dungan Saksi dan Korban. Untuk bahan 
hukum sekunder yakni menggunakan jurnal, 
artikel, internet/website yang terkait dengan 
objek penelitian ini, serta hasil data lapangan 
berupa data jumlah kasus perundungan (bul-
lying) yang terjadi di masyarakat dan contoh 
kasus yang baru terjadi di Kota Malang. 

Menganalisa hasil penelitian dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa inter-
pretasi, yakni interpretasi sistematis dan in-
terpretasi historis. Interpretasi historis pene-
tapan suatu undang-undang (wethistoirsche 

interpretatie) ditujukan untuk menyelidiki 
perkembangan undang-undang tersebut di-
buat, Pemilihan interpretasi sistematis di-
tujukan untuk menentukan struktur hukum 
dalam penelitian ini. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Analisis Perbuatan Bullying Dalam Per-
spektif Viktimologi 

Perbuatan perundungan (bullying) ada-
lah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dima-
na terjadi pemaksaan secara psikologis atau-
pun fisik terhadap seseorang atau seke-
lompok orang yang lebih “lemah” oleh sese-

orang atau sekelompok orang. Pelaku pe-
rundungan yang biasa disebut bully bisa 
seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan 
ia atau mereka mempersepsikan dirinya me-
miliki power (kekuasaan) untuk melaku-kan 
apa saja terhadap korbannya. Korban juga 
mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang 
lemah, tidak berdaya dan selalu merasa ter-
ancan oleh bully (Ariesto, 2009; Sandri, 2015;  
Puspita et al., 2018; dan  Bunu, 2020). 

Pelaku dan korban biasanya saling me-
ngenal, pada mulanya bukan `musuh', dan 
kekuatan pelaku jauh lebih besar dari pada 
korban, sehingga korban dalam posisi tak 
berdaya. perbuatan perundungan (bullying) 
dengan setting di sekolah dapat terjadi di ke-
las, misalnya yang terjadi pada anak SD, kor-
ban tidak akan diajak bermain kalau tidak 
menyerahkan uang saku dalam jumlah ter-
tentu setiap harinya. Bullying sering juga ter-
jadi di kamar mandi, kantin, halaman seko-
lah, atau perjalanan dari/pergi dan sekolah. 
Kekerasan ini dapat dilakukan saat jam pela-
jaran di kelas, istirahat, jam ekstrakurikuler, 
orientasi bagi murid baru, bahkan ada pula 
saat study tour. 

Perbuatan perundungan (bullying) me-
libatkan beberapa pihak. Pertama, tentu saja 
pelaku yang biasanya bertujuan mendapat-
kan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan 
kepuasan setelah menunjukkan kekuatan, ba-
las dendam, namun bisa juga tadinya ia is-
eng, coba-coba, dan `berhasil, sehingga ingin 
mengulang kembali keberhasilannya. Pelaku 
ada yang memang terkenal bengal, prestasi 
belajar kurang baik, dan suka membuat onar, 
sehingga orang lain menganggap tidak aneh 
apabila melakukan bullying. Namun, adapu-
la pelaku yang merupakan anak berprestasi 
baik dan tampak alim yang mampu menu-
tupi aksinya sedemikian rupa, sehingga o-
rang lain tidak menyangka bila ia adalah 
pelaku. Para pelaku adapula yang juga men-
jadi korban pada saat yang sama dalam set-
ting berbeda, misalnya di sekolah menjadi 
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pelaku, tetapi di rumah menjadi kor-ban. 
Pihak berikutnya adalah korban. Kor-

ban ada yang bersifat pasif yang senantiasa 
menuruti permintaan pelaku, adapula yang 
profokatif, mencoba melawan dan menun-
jukkan perilaku tertentu secara menonjol 
yang memancing pelaku melakukan aksi ke-
kerasan. Korban biasanya memiliki karakter-
istik tertentu yang menarik perhatian atau 
oleh pelaku "dianggap berbeda" dibanding-
kan teman sebayanya, sehingga memicu 
pelaku untuk melakukan bullying. Korban 
bisa dianggap berbeda secara fisik, seperti 
memiliki paras wajah, warna kulit, susunan 
gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan 
ukuran tertentu. Korban dapat pula menun-
jukkan perilaku tertentu, seperti cara ber-
jalan, logat bicara. Latar belakang korban, 
seperti kondisi keluarga, status sosial eko-
nomi, lingkungan tempat tinggal, dan seba-
gianya. 

Kesalahan pada korban dapat pula di-
cari-cari, misalnya dianggap melanggar `tra-
disi' dengan berpenampilan yang dirasa ter-
lalu menor, terlalu rapi karena memakai jel 
rambut dan minyak wangi, tidak `nong-
krong' seperti yang lain, dan sebagainya. 
Korban yang merahasiakan tindakan bully-
ing terhadapnya, biasanya memiliki alasan 
sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang 
lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih 
buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat 
pula tidak percaya pada guru, tidak ingin 
membuat orang tua kawatir, bahkan ada pu-
la diantaranya yang merasa bahwa dirinya 
juga patut disalahkan. 

Sejak tahun 1970-an, bullying telah di-
kenal sebagai penyakit social di beberapa 
Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak 
dari bebcrapa penelitian yang secara sistema-
tis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai 
dengan penelitian Olwcus di Scandinavia pa-
da tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Ame-
rika, Australia, Jepang. Di Jepang, kekerasan 
ini dikenal dengan dime, menyeruak pada 
tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bu-

nuh diri terkait dengan bullying (Sucipto, 
2012). 

Di Amerika Serikat, meskipun bullying 
sangat popular, namun tidak mendapatkan 
perhatian sebesar di Jepang, karena terka-
caukan dengan beragam bentuk kekerasan 
lain di sekolah yang juga marak terjadi. Sua-
tu penelitian yang dilakukan pada sejumlah 
4092 siswa usia 10-12 tahun di 20 sekolah me-
nengah tingkat pertama di Portugal mem-
berikan gambaran bahwa risiko tinggi men-
jadi korban bullying mengarah pada laki-laki 
dari kelas sosial ekonomi bawah (Sucipto, 
2012). 

Sementara itu penelitian terhadap 238 
siswa kelas tujuh Taiwan bahwa sebagian 
responden telah menjadi korban bullying se-
jak pertama kali masuk sekolah menengah 
pertama. Aksi verbal dan fisik merupakan 
tipe kekerasan yang paling sering ditemui. 
Penelitian dengan self dan peer-report measure 
ini juga menunjukkan bahwa siswa laki-laki 
lebih banyak terlibat dalam kasus bullying 
fisik dan verbal daripada siswa perempuan.  

Terkait dengan penanganan perbuatan 
perundungan (bullying) di Norwegia, menteri 
pendidikan setempat memulai kampanye 
nasional melawan bullying pada tahun 1983. 
Bersamaan dengan kampanye ini, dilakukan 
penelitian besar secara longitudional yang 
melibatkan 2500 siswa selama 2,5 tahun. Ha-
silnya menunjukkan bahwa terdapat penu-
runan angka kejadian bullying sebesar 50% 
setclah 2 tahun pertama dilaksanakannya 
program kampanye. Pada tahun 2000, men-
teri pendidikan juga mengembangkan jarin-
gan nasional bagi para professional terkait 
dengan mengembangkan lembaga yang me-
nangani bullying dan problem perilaku siswa 
lainnya (Sucipto, 2012).  

Penanganan bullying di Hongkong de-
ngan taktik supresif, seperti menceramahi 
pelaku, mengundang orang tua pelaku, me-
ngundang orang tua ke sekolah, ternyata ku-
rang efektif dibandingkan dengan melaku-
kan strategi antibullying secara komprehensif, 
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seperti bermanfaat me-latih siswa mengem-
bangkan kompetensi diri dan ketrampilan 
sosial, sementara hubungan baik orang tua-
guru bermanfaat sebagai strategi anti kekera-
san. 

Perundungan (Bullying) merupakan 
permasalahan yang sudah mendunia, tidak 
hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Nega-
ra-negara maju seperti di Amerika serikat, 
Jepang, dan Eropa. National Mental Health and 
Education Centre tahun 2004 di Amerika di-
peroleh data bahwa kasus perundungan me-
rupakan bentuk kekerasan yang umumnya 
terjadi dalam lingkungan sosial, antara 15% 
dan 30% siswa adalah pelaku dan korban 
perundungan. 

Dalam tinjauan viktimologi, korban ju-
ga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak 
pidana. Walaupun perannya tidak seaktif 
pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil 
dalam terjadinya tindak pidana. Pada ken-
yataannya pasti adanya tindak kejahatan 
otomatis ada korban kejahatan. Yang utama 
adalah korban juga memiliki tanggung jawab 
fungsional pada terjadinya suatu tindak ke-
jahatan. 

Kejahatan terjadi bukan hanya dise-
babkan oleh faktor-faktor yang bersifat ek-
sternal atau di luar diri si pelaku, namun di-
pengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersi-
fat internal yang bersumber dari korban ke-
jahatan itu sendiri. Dalam kajian viktimologi 
terdapat perspektif dimana korban bukan 
saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu 
sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan da-
lam terjadinya kejahatan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka 
menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan 
terdapat keterlibatan dan tanggung jawab 
korban sendiri, sehingga terjadi kejahatan. 
Korban dapat mempunyai peranan yang 
fungsional dalam terjadinya suatu tindak pi-
dana, baik dalam keadaan sadar ataupun 
tidak sadar, secara langsung ataupun tidak 
langsung. Salah satu latar belakang pemi-

kiran viktimologis ini adalah “pengamatan 
meluas terpadu”. Segala sesuatu harus dia-
mati secara meluas terpadu di samping dia-
mati secara mikro-klinis, apabila kita ingin 
mendapatkan gambaran suatu kenyataan 
menurut proporsi yang sebenarnya secara di-
mensional, mengenai sesuatu, terutama me-
ngenai relevansi sesuatu.  

Pembahasan mengenai perundungan 
(bullying) dalam perspektif viktimologi me-
rupakan diskursus perundungan dengan 
pendekatan dalam perspektif korban. Teori 
viktimologi cukup relevan untuk digunakan 
dalam menganalisis mengenai bullying yakni 
pada isu kunci sebagai berikut: 1) Viktimolo-
gi mengindentifikasi mengenai hak-hak kor-
ban. Pandangan ini sangat penting meng-
ingat bullying sendiri belum dianggap se-
bagai suatu permasalahan, melainkan diang-
gap tindakan wajar di masa kanak-kanak. 
Dengan pandangan demikian, maka sudah 
tentu hak-hak dari korban perundungan (bul-
lying) belum banyak disadari, meskipun 
dampak perilaku ini sangat nyata; 2) Pema-
haman mengenai proses historis, budaya dan 
sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk 
membedah bullying secara konseptual. Pem-
ahaman ini dapat mengkaji faktor-faktor 
penyebab perundungan (bullying). Kekuatan 
negara dalam perlindungan korban. Elemen 
ini dapat menjadi kajian dalam menelaah 
perlindungan negara terhadap korban, baik 
melalui kebijakan penal maupun kebijakan 
non penal. 

Teori viktimologi memang sangat 
membantu dalam menelaah mengenai pe-
rundungan (bullying) terlepas dari panda-
ngan bahwa korban merupakan konsep yang 
netral dan sama sekali tidak mengkaji me-
ngenai peranan korban dalam suatu keja-
hatan. Viktimologi akan memberikan pen-
jelasan yang lebih baik terkait dengan korban 
suatu kejahatan, yang disebabkan oleh per-
buatan manusia sehingga mengakibatkan 
penderitaan sosial, fisik maupun mental.  
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(Bunga, 2019; dan Saimima & Rahayu, 2020) 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Perundungan (Bullying) Menurut Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Per-
lindungan Saksi dan Korban   

Dari hasil penelitian perbuatan perun-
dungan (bullying) yang terjadi di Malang, 
diperoleh bentuk yang bervariasi. Perun-
dungan yang terjadi tidak hanya fisik tetapi 
juga psikis dan verbal. Bahkan ditengarahi 
perundungan yang mengakibatkan luka psi-
kis ada yang memberi dampak akut berupa 
percobaan bunuh diri. Terutama pada anak-
anak di lingkungan sekolah yang notabene 
sehari-hari berkumpul dengan teman-te-
mannya. Dan banyak sekali kejadian yang ti-
dak terhindarkan untuk tidak dirundung 
bahkan hanya karena masalah sepele seka-
lipun.  

Dalam kasus perundungan di Kota Ma-
lang terbanyak terjadi di lingkungan sekolah. 
Namun tidak dipungkiri bahwa tidak hanya 
anak-anak yang melakukan tindakan bully-
ing. Orang dewasa pun juga banyak yang 
melakukan tindakan perundungan sesama 
teman-teman kantornya atau di lingkung-
annya. Praktik perundungan (Bullying) dike-
lompokan menjadi perundungan fisik, verbal 
atau mental (dikucilkan).  

Untuk kasus terbaru di Kota Malang, 
seorang siswa kelas VII Sekolah Menengah 
Pertama 16 Malang diejek atau dirundung 
dan kemudian dibanting ke paving oleh te-
man-temannya hingga dua ruas jarinya harus 
diamputasi akibat tindakan teman-temannya. 
Ia juga kerap menangis akibat syok usai ja-
rinya diamputasi. Dalam kasus ini, 15 orang 
temannya diperiksa dan ditentukan 7 ter-
sangka. Korban juga pernah diangkat be-
ramai-ramai kemudian dibanting ke lantai 
paving dengan kondisi terlentang. Hal terse-
but terjadi karena anggapan ‘bercanda’ yang 
kemudian berujung kekerasan tanpa disen-
gaja oleh teman-temannya. Namun, hal ter-
sebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun ha-

nya alasan bercanda, namun itu nyatanya 
dapat menimbulkan luka fisik dan batin dari 
si korban.  

Dalam kasus ini korban diberikan pen-
dampingan oleh Dinas Sosial Kota Malang 
yang dibantu oleh psikolog dari P2TP2A 
yang bekerjasama HIMPSI Kota Malang. Hal 
tersebut untuk memberikan edukasi bagi 
korban agar tidak terlalu dalam mengalami 
traumatis yang berkepanjangan. Sedangkan 
untuk para pelaku, diberi pendampingan 
dengan harapan mengerti bahwa tindakan 
bercanda itu tidak dapat dibenarkan.  

Korban yang telah melapor ke P2TP2A, 
tidak menjamin bahwa korban tidak dirun-
dung lagi oleh teman-temannya. Pendamp-
ingan dari pihak P2TP2A hanya sebatas 
memberikan edukasi bahwa itu adalah tin-
dak pidana da nada konsekuensi dari hal 
tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menjamin 
bahwa sang pelapor tidak akan kembali 
dibully. Biasanya anak-anak berfikir bahawa 
anak yang melaporkan tindakan bullying itu 
hanya ‘baper’ (bawa perasaan) dan tidak bisa 
diajak bercanda.  

Lembaga perlindungan saksi dan kor-
ban nyatanya tidak berperan jika kasus sep-
erti ini dianggap kasus biasa dan kecil. Kare-
na biasanya yang menjadi prioritas adalah 
tindak pidana dengan kerugian yang cukup 
berat. Seperti terorisme dan pelanggaran 
HAM berat, kemudian tindak pidana korup-
si. Yang memaksa korban harus dilindungi 
karena melaporkan sebuah tindak pidana 
yang otomatis konsekuensinya tinggi misal-
nya akan diteror atau diancam karena mela-
porkan tindak pidana tersebut. 

Untuk perlindungan hukum secara 
khusus dalam Undang-Undang No. 31 Ta-
hun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Per-
lindungan Saksi dan Korban tidak menye-
butkan secara spesifik untuk korban tindak 
pidana perundungan, namun tindakan pe-
rundungan dapat dimasukkan dalam tindak 
pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun 
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verbal, hingga pencemaran nama baik yang 
telah ada di dalam KUHP. 

Dalam prakteknya Pihak kepolisian 
khususnya yang ada di Kota Malang meng-
anggap beberapa kasus khususnya perbuatan 
perundungan atau bullying verbal adalah ka-
sus kenakalan anak pada umumnya dan tid-
ak perlu dilakukan adanya tindakan hu-kum. 
Pasal 80 Undang–Undang Nomor 35 tahun 
2014 tentang perubahan atas Undang–
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per-
lindungan Anak mengatur bahwa setiap o-
rang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau tu-
rut serta melakukan Kekerasan terhadap 
Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipi-
dana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh 
dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut 
bullying dalam bentuk apapun termasuk ke 
dalam tindak pidana. 

Perbuatan perundungan ini juga me-
nyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Se-
lain menyebabkan kerugian pada fisik kor-
ban, hal ini juga menyebabkan kerugian dari 
segi ekonomi. Dengan adanya tindakan men-
cederai otomatis korban harus menda-patkan 
perawatan di fasilitas kesehatan. Sehingga 
timbul biaya-biaya untuk berobat dan untuk 
mendapatkan psikiater jika memang diper-
lukan.  

Norma-norma hukum (peraturan, ke-
putusan) yang dihasilkan dari produk hu-
kum. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) 
berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlin-
dungan Saksi dan Korban, dikorelasikan 
dengan kasus perbuatan perundungan (Bul-
lying), maka Terdapat beberapa problemat-
ika. Yang Pertama, tentang kedudukan dan 
keberadaan sanksi dan pelapor. Disebutkan 
dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan 
Saksi dan Korban bahwa saksi ialah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, pe-
nuntutan, dan pemeriksaan di sidang penga-
dilan tentang suatu perkara pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia 
alami sendiri. 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai 
Perlindungan Saksi dan Korban memang 
menyebutkan adanya perlindungan bagi 
saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk 
tidak dapat dituntut secara hukum baik pi-
dana maupun perdata. Namun perlindungan 
bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak 
sebanyak dan selengkap perlindungan yang 
diberikan bagi seorang saksi seperti yang 
dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 
2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan 
Korban. 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Menge-
nai Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
berbunyi: “Seorang Saksi dan Korban berhak: 
(a) Memperoleh perlindungan atas keama-
nan pribadi, keluarga dan harta bendanya, 
serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksiannya yang akan, sedang, a-
tau telah diberikannya; (b) Ikut serta dalam 
proses memilih dan menentukan bentuk per-
lindungan dan dukungan keamanan; (c) 
Memberikan keterangan tanpa tekanan, (d) 
Mendapat penerjemah; (e) Bebas dari pertan-
yaan yang menjerat; (f) Mendapatkan infor-
masi mengenai perkembangan kasus; (g) 
Mendapat informasi mengenai putusan pen-
gadilan; (h) Mengetahui dalam hal terpidana 
dibebaskan; (i) Mendapat identitas baru; (j) 
Mendapat tempat kediaman baru; (k) Mem-
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peroleh penggantian biaya transportasi 
sesuai dengan kebutuhan; (l) Mendapat na-
sihat hukum; dan/atau (m) Memperoleh 
bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir”. Selanjutnya 
dalam Pasal 5 ayat (2) hak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi 
dan/ atau korban tindak pidana dalam ka-
sus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ 
LPSK Kedua, pengklasifikasian Hak Korban.  

Andi Mattalatta menyebutkan bahwa 
adanya korban kejahatan yang memuncul-
kan kajian tentang viktimologi. Namun, da-
lam kajian viktimologi hanya terbatas pada 
korban kejahatan. Sedangkan dalam masya-
rakat, penyebutan “korban” tidak sebatas ha-
nya pada kasus kejahatan, melainkan dapat 
juga disebutkan dalam sebuah bencana alam, 
atau terdapat sesuatu yang merugikan se-
seorang meski tidak dalam kasus kejahatan 
misalnya korban kecelakaan lalu lintas. Ada-
nya korban kejahatan adalah cikal bakal la-
hirnya viktimologi klasik dan merupakan 
pengertian korban dalam arti konvensional. 

Problematikayang kedua ialah substan-
si dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Ta-
hun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Per-
lindungan Saksi dan Korban membedakan 
dua jenis hak korban. Korban “kejahatan 
konvensional” tidak berhak atas bantuan me-
dis dan bantuan rehabilitas psikososial di-
mana hak tersebut hanya diberikan kepada 
korban dalam pelanggaran hak asasi manu-
sia yang berat. Di samping itu, korban dalam 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
melalui LPSK, berhak mengajukan kompen-
sasi dan restitusi, sedangkan korban keja-
hatan “konvensional” hanya berhak menga-
jukan restitusi saja. Pasal 1 angka 7 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 2008juga menyatakan bahwa layanan 
yang diberikan kepada korban dan atau saksi 
oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan 
rehabilitasi psikososial, ternyata hanya untuk 

korban pelanggaran hak asasi berat. Dengan 
pengklasifikasian tersebut, secara tidak lang-
sung akan berpengaruh terhadap penegakan 
hukum perbuatan bullying (yang masuk ke-
jahatan konvensional). 

Kemudian problematika yang ketiga, 
yakni belum adanya integrasi antara perlin-
dungan saksi dan korban di dalam KUHAP, 
dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 ten-
tang Perlindungan Saksi dann Korban. Mak-
sudnya adalah, Undang-Undang No. 31 Ta-
hun 2014 bukanlah lex specialis dari KUHAP, 
akan tetapi dalam kenyataannya undang-un-
dang tersebut lahir untuk melengkapi 
KUHAP. Apabila di dalam KUHAP telah di-
jelaskan misalnya dalam subab tersendiri, 
maka akan lebih terlihat bahwa undang-un-
dang tersebut saling terkait sehingga dapat 
digunakan dengan baik karena berkaitan de-
ngan hak-hak tersangka/terdakwa, serta sak-
si dan korban. Di samping itu, tidak adanya 
reward bagi pelapor yang membongkar tin-
dak pidana misalnya dalam bentuk bantuan 
hukum. 

Keempat, belum terintegrasinya kelem-
bagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 
2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Kor-
ban sebagai Criminal Justice System. LPSK 
yang berpusat di Jakarta dengan perwakilan 
di daerah sesuai dengan “keperluan”. Indi-
kator keperluan itu yang bagaimana, sedang-
kan jika terjadi tindak pidana diperlukan per-
lindungan saksi dan korban. Bagaimana jika 
di daerah belum/tidak dibentuk? Akankah 
penegakan hukum menjadi dikesamping-
kan? Bagaimana pula tugas Polisi dan Ke-
jaksaan (sebagai integrated criminal system)? 
Misalnya, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten-
tang Kejaksaan disebutkan bahwa untuk 
melengkapi berkas perkara tertentu dan un-
tuk itu dapat melakukan pemeriksaan tam-
bahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan 
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yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 

Problematika yang kelima yakni adan-
ya pembatasan perlindungan saksi dan 
korban. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Un-
dang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 
mengenai Perlindungan Saksi dan Korban 
menyebutkan bahwa perlindungan terhadap 
saksi dan korban untuk tindak pidana dalam 
kasus tertentu yaitu antara lain tindak pidana 
korupsi, tindak pidana narkotika/psikotro-
pika, tindak pidana terorisme dan “tindak 
pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi 
dan korban di hadapkan situasi yang mem-
bahayakan jiwanya dan ini diputuskan oleh 
LPSK”. Yang artinya, perlindungan saksi dan 
korban dalam kasus diluar kasus yang telah 
disebutkan hanya mendapatkan perlindung-
aan apabila mendapat persetujuan dari LPSK 
dan saksi atau korban berada dalam ancam-
an dan membahayakan jiwanya. 

Keenam, terkesan kontraproduktif de-
ngan Undang-Undang Nomor Undang-Un-
dang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 
Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, 
dalam hal penting atau tidaknya membe-
rikan Perlindungan pada saksi dan korban. 
Dalam Pasal 224 KUHP berbunyi, “Ba-
rangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau 
juru bahasa menurut undang-undang de-
ngan sengaja tidak memenuhi kewajiban ber-
dasarkan Undang-Undang yang harus di-
penuhinya, dalam perkara pidana, diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan […]” (Moeljatno, 1996). Akibatnya sak-
si hanya dibebani kewajiban dan tidak mem-
punyai hak. Dengan lahirnya kedua UU ter-
sebut, saksi termasuk korban mempunyai 
hak. Namun hak-hak korban yang diatur 
tidak serta merta akan mendapatkan perlin-
dungan dari LPSK sebab perlindungan ter-
hadap saksi dan korban antara lain dengan 
pertimbangan sifat pentingnya saksi dan 

korban, tingkat ancaman yang membahaya-
kan keselamatannya, hasil analitis tim medis 
atau psikolog terhadap saksi dan atau 
korban, disamping prosedur tata cara perlin-
dungan yang memerlukan mekanisme yang 
tidak mudah termasuk persetujuan oleh pen-
gadilan atas pengajuan LPSK. 

Dalam kenyataannya, Undang-Undang 
No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Menge-
nai Perlindungan Saksi dan Korban tidak 
dapat dilaksanakan secara efektif untuk me-
nangani korban-korban serta mendampingi 
korban ketika ada proses hukum yang ter-
jadi. Seperti kasus yang ada di Kota Malang, 
tidak ada pendampingan sama sekali oleh pi-
hak LPSK hanya didampingi oleh pihak ke-
polisian dan Dinas Pendidikan. Karena LPSK 
hanya memprioritaskan korban dari tindak 
pidana berat, seperti kasus HAM dan kasus 
berat lainnya. Sehingga, perlu dikaji ulang 
membentuk LPSK di daerah yang dapat 
membantu, mendampingi serta memberikan 
perlindungan secara nyata kepada korban 
kejahatan khususnya perbuatan perundung-
an (bullying). 

4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Viktimologi mengindentifikasi menge-
nai hak-hak korban. Pandangan ini sangat 
penting mengingat perbuatan perundungan 
sendiri belum dianggap sebagai suatu per-
masalahan, melainkan dianggap tindakan 
wajar di masa kanak-kanak. Dengan pan-
dangan demikian, maka sudah tentu hak-hak 
dari korban perundungan belum banyak 
disadari, meskipun dampak perilaku ini san-
gat nyata.  

Perlindungan hukum terhadap korban 
perundungan (bullying) menurut Undang-
Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 
2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Kor-



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi 

Maria Cicilia Tri Palupi 
 

 

100 |MLR Volume 1 Nomor 2 2020  

 

ban dalam kesimpulannya adalah Dalam 
praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk 
menangani korban-korban serta mendam-
pingi korban ketika ada proses hukum yang 
terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban hanya berada di Pusat, belum 
ada di daerah-daerah. Sehingga perlindung-
an saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh 
dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian. 

Saran 

Perlindungan hukum terhadap saksi 
dan korban berdarakan UU Nomor 31 Tahun 
2014 nelum dapat diterapkan secara efektif 
untuk menangani korban dan mendampingi 
korban. Hal ini ini karena Lembaga Perlin-
dungan Saksi dan Korban hanya ada di 
Pusat, belum di daerah. Sehingga Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban dapat juga 
ada ditingkat daerah. 
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